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JADI BABUK POLDA >

Sekkab Diduga

PALU, MERCUSUAR- Kalau sebelumnya pada 31 Juli 2013
Muh Agus diduga kuat ikut kecipratan yang ditandatangani
aliran dana kasus empat dermaga wisata di mm_a:_ mﬂw_Mu.Moq“wJ
Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), kini mencantumkan
giliran mantan Képala Dinas Perhubungan, tujuan - da
Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) = pembayaranseperti
Ekka Pontoh disebut-sebut juga mene : MMMM _wﬁwﬂ,mﬁ
aliran dana tersebut. Ekka yang saat ini > Ini juga terlihat
menjabat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) untuk kuitansi
Parmout diduga menerima Rp800 juta. lainnya tanpa

; mencantumkan

tujuan dari
an pertama pembayaran
21 Juli 2013  pada kuitansi
sebesar Rp300 juta dalam
bentuk pinjaman sementarayang =~ T i
ditandatangani oleh Ekka Pontoh, BABUK POLDA
3 n kedua berlangsung di Hal.7

Sesuai penelusuran yang
diakukan media ini, terungkap

untuk empat Dermaga
Parmoutyangditerimaoleh Ekka  Pen
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BABUK POLDA dari hal

penerimaan. Misalnya,
penerimaan dana pada tanggal
7 Agustus 2013 dengan nilai
nominal Rpl7 juta serta
penerimaan dana pada tanggal
16 Agustus 2013 dengan nominal
Rp220 juta. Schingga total dana
yang diterima atasnama Ekka
Pontoh untuk empat kuitansi
tersebut adalah Rp800 juta

Bukti penerimaan dana
tersebut, kini dijadikan barang
bukti oleh Polda dalam perkara
dugaan tindak pidana korupsi
dalam kegiatdan perencanaan
pembangunan dermaga wisata
Desa Sibatang,

Dermaga wisata Kecamatan
Moutong, Dermaga Wisata Pantai
Nalera dan Dermaga Wisata Tada
Selatan dengan total nilai kontrak
Rp1.397.241.000 tahun anggaran
2013. Dokumen bukti tersebut
diserahkan oleh Damran dan
diterima oleh Edy Sumarno dengan
surat tanda penerimaan nomor
STP/6/V1/2014/Ditreskrimsus.
Penyecrahan berkas dokumen
tersebut disaksikan oleh Dewa
Putu Arkajuana dan Rian Bida.

Selain bukti penerimaan
dana dalam berkas dokumen
tersebut, juga diserahkan cap/
stempel perusahaan dari CV
Adi Cipta Nusatama, CV Global
Plan, CV Indygita Persada serta
CV Arya Pratama. Selanjutnya,
surat perjanjian peminjaman
perusahaan nomor:27.PP/
anuta/V/2013 tanggal 2 Mei
2013 dari CV Adicipta Nusatama,
surat perjanjian peminjaman
perusahaan tanggal 5 Mei 2013
dari CV Arya Pratama Consultan,
surat perjanjian peminjaman
perusahaan tanggal 25 April
2013 dari CV Global Plan serta
surat kuasa nomor: 15/IGP-KU/
+1V/2013 tanggal 4 April 2013 dari
CV Indy Gita Persada.

Serah terima dokumen berkas
terscbut setelah istri Damran
melalui kuasa hukumnya Ali
Rizalay SH menyerahkan kepada
penyidik pembantu Polda Sulteng
Mas’ud Amara disaksikan oleh
Nurman Akase.

Ekka Pontoh dikonfirmasi
melalui pesan singkat, pada
awalnya menjawab’ di luar
konteks pertanyaan yang
diajukan wartawan. “Saya di
Parigi sekarang kalau ada waktu
jalan-jalan ke Parigi,” tulisnya
beberapa hari lalu.

Merasa tak digubris, beberapa
hari kemudian Ekka Pontoh
mengarahkan wartawan ini
bertemu seseorang di Palu
Namun saat bertemu dengan
orang yang diarahkan oleh Ekka
Pontoh, konteks pembicaraan juga
melenceng dari topik konfirmasi
yang dikirim wartawan ke Ekka
Pontoh sebelumnya.

Sehingga, wartawan Koran ini
kembali mengkonfirmasi melalui
pesan singkat ke Ekka Pontoh
pada Senin (15/9/2014). Bahkan,
wartawan ini mencantumkan
alamat email dengan tujuan
jawaban konfirmasi tidak keluar
dari kontcks pertanyaan. Namun,
hingga berita ini naik cetak, belum
dijawab.

Sebelumnya, kasus dugaan
tindak pidana korupsi
perencanaan empat dermaga
wisata fiktif di Kabupaten Parigi
Moutong (Parmout), mencuat jika
sebesar Rp200 juta awalnya juga
mengalir ke Muh. Agus.

Hal itu berdasarkan foto
copi kuitansi pencrimaan
tertanggal 12 September 2013
atasnama Muh. Agus. Kuitansi
penerimaan tersebut juga tertera
dalam dokumen tanda terima
penyerahan kuitansi asli oleh
Sriwahyuni Iriani, Istri Damran.

Dokumen tanda terima tertanggal
26-Juni 2014 tersebut, juga
ditandatangani oleh salah seorang.
anggota Tim Penasehat Hukum
Damran, Ali Rizaly SH

Sesuai informasi yang diperoleh
koran ini, mengungkapKan
bahwa dana Rp200 juta tersebut
mengalir ke Muh Agus dari
Damran selaku koordinator
pelaksana perencanaan empat
dermaga wisata dalam bentuk
pinjaman sementara.

Dana itu diambil saat
pencairan anggaran secara
bertahap untuk empat dermaga
wisata tahun 2013 dengan
nilai kontrak Rp1.:397.241.000
Keempat dermaga wisata itu
adalah dermaga wisata Sibatang,
dermaga wisata Kecamatan
Moutong, dermaga wisata Pantai
Nalera dan dermaga wisata Desa
“Tada Selatan

Sumber mengatakan, pinjaman
dana empat dermaga wisata
oleh Muh Agus tersebut atas
prinsip saling mempercayai
Itupun peminjaman dana itu atas
perintah pejabat tertentu.

Kini, kata sumber, kuitansi as|
tersebut ditengarai sudah berada
di tangan aparat penyidik Polda
Sulteng sesuai dokumen tanda
terima tertanggal 27 Juni 2014
yang ditandatangani oleh Bripka
Mas’ud Amara

Bripgadir Nurman Akase dan
Ali Rizaly bertindak sebagai saksi
dalam serah terima dokumen/
benda atau surat/tulisan dar;
Baso Suryadi SH

Seperti diketahui, Subdit
11l Tipikor Dircktorat Reserse
Kriminal (Ditreskrimsus)
Polda Sulteng, mengusut kasus
dugaan tindak pidana korupsi
perencanaan empat dermaga
wisata fiktif di Kabupaten Parigi
Moutong (Parmout)

Hasil penyelidikan Polisi,
ditemukan scjumlah fakta-fakta
yakni, pada tahun 2013 Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Parmout,
dilaksanakan perencanaan empat
dermaga wisata, yaitu dermaga
wisata Sibatang, dermaga wisata
Kecamatan Moutong, dermaga
wisata Pantai Nalera dan dermaga
wisata Desa Tada Selatan dengan
nilai kontrak Rp1.397.241.000.

Fakta lain yaitu, pada
17 Juni 2013 dilaksanakan
penandatanganan surat
perjanjian kontrak antara Dinas
Perhubungan Komunikasi
dan Informatika, dalam hal ini
dilakukan H. Ekka Pontoh, SH,
MH selaku PA sekaligus PPK dan
juga empat perusahaan pemegang
tender, yang mana semuanya
ditandatangani oleh Damran
selaku peminjam ke cmpat
perusahaan tersebut.

Lalu fakta berikutnya adalah
telah dilakukan pembayaran
100 persen, namun kegiatan
perencanaan berupa Survey
Investigasi dan Desain (SID)
Detain Enginer Design (DED)
dan Enginer Estimate (EE) atas
ke empat paket pekerjaan tidak
dilaksanakan dan dokumen SID,
DED dan EE dibuat secara tidak
benar (fiktif), schingga menjadi
temuan BPK RI-perwakilan
Sulteng pada pemeriksaan April
2014.

Sementara, Arif Sulaeman
sclaku ketua tim penasehat
hukum tersangka Ekka Pontoh,
mengatakan, kliennya telah
mengembalikan atau mengganti
kerugian negera sebesar Rp1.129
miliar. Dana tersebut kata
Arif, berasal dari dana proyek
perencanaan empat dermaga
wisata itu

st

Hukum (LBH) Parmout, Munafri
SH, mengatakan, proyek jasa
konsultasi perencanaan terhadap
empat dermaga wisata senilai
Rp1,219 Miliar (M) tahun 2013
di Kabupaten Parigi Moutong
(Parmout), diduga melibatkan
pejabat penting di daerah itu

Proyek yang bersumber dari
APBD murni Kabupaten Parmout
tahun 2013 dan melekat di Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika (Dishubkominfo),
diduga telah merugikan keuangan
daerah sehingga aparat penegak
hukum diminta segera melakukan
penyelidikan dan penyidikan

“Kasus ini harus ditindaklanjuti
dengan serius dan aparat
diharapkan tidak masuk angin,”
tutur Munafri yang juga salah satu
pengacara di LBH Parmout.

la berharap agar aparat
kepolisian maupun kejaksaan
benar-benar turun gunung untuk
melakulan pendalaman kasus ini

Terpisah, hal senada
disampaikan anggota Komisi
1II DPRD Kabupaten (Dekab)
Parmout Yusuf Berahima kepada
sejumlah media di kantor Dekab,
Selasa (3/6/2014). “Tangkap saja
itu konsultan karena tindakannya
itu bisa dikategorikan telah
mencuri uang daerah, tapi tidak
kerja,” tegasnya.

Menurut Yusuf, aparat dalam
menangani kasus ini tidak perlu
ragu karena sudah ada celah
hukum untuk menindaklanjutinya
ke jalur hukum. Salahsatunya,
adalah dukungan pemberitaan
yang terus bergulir di beberapa
media cetak beberapa hari ini.
Belum lagi dukungan laporan hasil
pemeriksaan BPK RI Perwakilan
, adalah salahsatu bukti
yang cukup kuat untuk menjerat
para oknum yang terlibat di dalam
f





